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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS
DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SERTA PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK: - Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan
administrasi sumber daya manusia aparatur, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian
kuasa dan pendelegasian wewenang untuk menandatangani naskah dinas bidang sumber
daya manusia aparatur dan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di
Kementerian Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun
2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021; PERMENAKER No. 1
Tahun 2022;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan mengenai pemberian kuasa dan
pendelegasian wewenang untuk menandatangani naskah dinas bidang sumber daya
manusia aparatur dan penunjukan pelaksana tugas serta pelaksana harian di Kementerian
Ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2023;

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana
Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.26/MEN/IX/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2008 tentang Tata Cara Penunjukkan
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk
Menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian di Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 553), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



